BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai seorang filsuf moral dan politik, tentu saja pembicaraan
Rawls selalu mengarah kepada persoalan kemanusian. Sekalipun konsep
masyarakat yang dibangun itu adalah masyarakat yang tertata, tidak
menuntun kemungkinan hal-hal hakiki yang menjadi inti pembahasannya

dalam terori keadilan adalah pengelaman yang diperjuangkan setiap orang.

Sama seperti Kant bahwa ia menempatkan manusia sebagai pribadi
yang memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Karena memandang
manusiasebagai tujuan bukan alat maka seluruh pembahasan Rawls tentang
keadilan menempatkan aspek-aspek dasar bagi diri manusia yang harus
dimiliki. Persoalan hak-hak asasi yang bersifat perimer, kebebasan,
kesetaraan yang menjadi perjuangan dari wacana demokrasi liberal dan

demokrasi pada umumnya.

Sebagai masyarakat yang hampir mendekati keadilan sebagaimana
dalam konteks negara Amerika sendiri. Rawls memberi wawasan aktual
masyarakat liberal beserta kepentingan yang harus diperjuangkan di
dalamnya. Kepentingan utama yang harus diperjuangkan adalah pandangan
tentang kemanusiaan. Manusia siapa pun diaharus dihormati, harus dihargai

karena dia adalah manusia yang bebas dan setara pada hakikatnya.
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Dengan melihat dominasi yang dilakukan oleh kaum utilitarianisme
akan persoalan hidup manusia yang selalu berorientasi pada kepenuhan
manfaat. Ralwls menggantikannya dengan dengan konsep hak sebagai dasar
perjuangan hidup manusia. Dan keadilanlah sebagai tempat yang tepat

persemaian hak-hak tersebut.

Dalam keadilan sebagai fairmess Rawls menunjukan bahwa
perjuangan keadilan manusia itu tidak terbatas pada defenisi semata. Karena
setiap orang mempunyai defenisinya tersendiri. Rawls menyebutnya
keadilan sebagai fairness berarti keadilan bukan saja dimengerti dalam
wacana konsep semata. Tetapi keadilan yang dilihat dari kenyataan. Dan
kenyataan yang dimaksudkan adalah proses-proses yang fair. Keadilan itu
tidak dapat diwujudkan tanpa mengikuti proses-proses yang jujur dan

rasional menurut prinsip-prinsip keadilan.

Prinsip-prinsip yang fair itu berasal dari kenyataan posisi asali
manusia yang melakukan kontrak. Posisi di mana orang-orang merumuskan
prinsip-prinsip keadilan bersama untuk digunakan secara bersama. Suatu
situasi awal yang diberi pemaknaan filosofis tentang hidup yang akan
dibangun. Suatu situasi yang jauh dari pengetahuan-pengatahuan
khusus.Suatu kenyataan yang jauh dari kepentingan-kepentingan khusus

yang harus mendominasi.

Suatu prinsip hidup yang diperoleh dari refleksi bersama, tanpa

mengorbankan siapapun. Sebuah refleksi yang seimbang tentang kehidupan
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yang akan diterapkan dalam masyarakat yang mencintai kebajikan-
kebajikan hidup, masyarakat yang rasional, masyarakat yang sukarela,
masyarakat yang mau membagai, masyarakat yang mempunyai rasa empati
terhadap kebaikan orang lain khususnya orang-orang yang kurang

beruntung.

Dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat yang plural, maka
Rawls menempatkan keadilan sebagai kebajikan pertama yang harus
dimiliki. Keadilan yang dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan

yang perlu dan harus dilakukan demi kebaikan bersama.

5.2 Catatan Kritis

Rawls sudah mengetahui bahwa masyarakat yang menjadi sasaran
penjelasannya adalah masyarakat yang bersifat plural dengan kondisi
masyarakatnya adalah masyarakat yang mendekati keadilan. Lalu sasaran
kedua penjelasan universalitas teorinya itu berada dalam situasi budayanya

yaitu negara Amerika Serikat sendiri.

Kalau mempertimbangkan aspek pluralitas masyarakat yang
dimaksudkan Rawls adalah mereka yang hidup dalam masyarakat yang
mendekati keadilan berarti teorinya tidak bersifat universal. Negara-negara
yang berada dalam kondisi terjajah yang jauh dari keadilan akan dengan

sendirinya menggugurkan teorinya.

Teori yang diajukan oleh Rawls sebetulnya hanya untuk menjawabi

persoalan yang dihadapi oleh negaranya sendiri. Konsep liberalisme yang
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dianutnya itu tidak bisa dipertanggung jawabkan dalam kenyataan sebuah
negara komunis. Bukan saja itu, bahwa dalam negara republik saja
persoalan liberalisme itu tidak mendapatkan tempat yang kuat. Karena
liberalisme sendiri membawa paham individualismenya dan akan

menghancurkan komunitas-komunitas yang unik yang perlu dipertahankan.

Sebenarnya Rawls sudah memberikan gambaran tentang sebuah
negara ideal yang harus dibangun. Tetapi persoalannya kenyataan ideal yang
harus dibangun itu tidak ada. Seperti yang dikatakannya sendiri bahwa
pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam posisi asali, masyarakat yang
mendekati keadilan yang ideal adalah persyaratan untuk mewujudkan

teorinya.

Tidak semua masyarakat yang bias masuk dalam criteria
keadilannya. Apalagi masyarakat yang mempunyai kepentingan-
kepentingan dalam budaya yang bertentangan di mana peluang untuk
mendapatkan kesepakat yang adil itu sulit diwujudkan. Sehingga muncul
apa yang dinamakannya dengan pembangkangan sipil, penolakan
berdasarkan nurani. Ramalan Rawls bahwa tidak mungkin terjadinya anarki
dalam masyarakat yang demokrasi juga akan meleset. Karena persoalannya
bahwa jika masa tidak dikendalikan maka anarkis itu tetap ada. Penolakan
atas otoritas negara itu tetap ada karena kebijakan-kebijakannya yang
berpihak pada kepentingan tertentu yang mengatas namakan kepentingan

bersama masih ada. Dan kalau apa yang mereka sampaikan itu ditolak atas
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alasan yang tidak masuk akal maka tindakan ini telah melanggar hak asasi

mereka dalam memperjuangkan keadilan.
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